
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Da.lam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Serita Negara 
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah dlubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun l 968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta clan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarn 
Lingkungaa Propinsi Djawa Barat [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun l 968 Nomor 3'- Tamba.han 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2i,5 }); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.mor 7, 
Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Notnor 5495); 

3. Und3!!g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlat)-g 
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebegalmana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentaog Perubahan Kedua atas 
Undang-Ondang Nomor 23 Tahun 2014 tent,,mg Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
.Nomor 5679); 

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten 
Cirebon Nomor l Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 20 l S 
tentang Pemerintah Desa dan BPD serta Peraturan Menteri 
Dalarn Negerl Nomor 110 1ah.un 2016 tentang Sadan 
Permusyawaratan Desa, mal<Jl Peraturan Bupati Nomor 118 
Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu 
diubah. untuk disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dlmaksud 
pada huruf a, rnaka pengaturan ten.tang Badan 
Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Peraruran 
Bupati, 

BUPATI CIREBON, 

DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI CIREBON 

NOMOR 64 TAHON 2018 

TENT ANG 
SADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Mengingat 

Menirnbang 

NOMOR '5 TAHON 2018 SERI E.42 

SERITA DAERAH KABUPAT.EN CIREBON 

-------- . ~·~-- 

• 

• 

• 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Da1am Peratnran Bupati ini yang dimaksud dengan: 

l. Daerah adalah Kahupaten Cirebon; 

Menetapkan PERATURAN BUPATJ TENTANG BAOAN PERMUSYAWARATAN 
DESA 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Peme:rintaban (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara, 
Republik Indcnesla Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 TahQn ~()J,8 tentang 
Kecamatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor .123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan.Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelak:saoaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tent.ang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2Q15 Nomor 157, Tambabao Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 7 
Nomor 73, TambahanL.emba:ranNegara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 2091 }; 

9. Peraturan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Trans!11,igrasi Nomor .2: Tahun. 20J 5 tentang Pedoman 
'!'at.a Tertib dan., Mekairisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 5 Nomor 159); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Pennusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pemerintah. Desa dan BPD [Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon; Tahun 2015 Nomor 2, Seri E. l, 
Tarnbah:ao Lernbaran Daerah Nomor 42), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Clrebon 
Nomor l Tahun 2017 ten tang Peru baban atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nornor J, Seri E.1). 

• 

• 
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2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten 
Cirebon adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pernerintahan Daerah yang memiropin pe.laksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya dislngkat APBD, adalah APBD Kabupaten 
Cirebon; 

s. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon; 
6. Camat adalah Carnat di Kabupaten Cirebon; 
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

Pernerintahan di wllayah kerja Kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 
kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 
menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan; 

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain. yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memili.ki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur clan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau. hak tradisional yang diaku] dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Neg!);ra Kesatua.n Republik Indonesia; 

9. Pemerintahan Desa .adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintaban dan kepentingan masyarakat seternpat 
dalam sistem pemerintahao Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

10. Pemerintah Oesa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerlntahan Desa; 

11. Kuwu adalah Kepa:la Pemerintah Desa yang memimpin 
penyeleoggaraan Pemerintahan Desa; 

12. Kuwu adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan .kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga desanya dan melakeanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pernerintah Daerah; 

13. Diberhentikan tetap, yang selanjutnya disebut 
diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang 
diberbentikan ciarijabatannya secara tetap; 

14. Perangkat Desa adalah unsur Peme.rintab Desa yang 
membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas 
pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam 
wilayah; 

15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang a;nggotanya rnerupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis; 

• 
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Pasal 3 
Tujuan ditetapkannya Peraruran Bupa:ti ini untuk; 
a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan 

Pernerintahan Desa; 

BAB II 
MAK.SUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan. 
kepastian hukum terhadap BPO sebagai lembaga di Desa yang 
melaksanakan Iungsi Pemerintahan Desa. 

• 

16, Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah musyawa.rah antara BPD, Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarakal yang diselenggarakan oleh B'PD untuk 
menyepakati hal yang bersifat.strategis; 

17. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh 
dan ditokohkan oleh lingkungannya, dimana krtteria 
penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, 
kemampuan, dan kepiawaiaannya, serta segala !:indakao 
dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat 
sekitarnya, Conteh: Tokoh Agama, tokoh adat, tokoh 
perempuan, tokoh pemuda, dll; 

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD; 

19. Peraturan Kuwu adalah adalah Peraturan yang dltetapkan 
oleh Kuwu dan bersifat mengatur; 

20. Keputusan Kuwu adalah, penetapan yang ditandat.angani 
Kuwu sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkrit, 
individual dan final; 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjulnya 
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa; 

22. Harl adalah hari kerja; 
23. Penjabat Kuwu adalah seora.ng penjabat yang diangkatoleh 

Bupati untuk melaksana:k:an wewenang dan kewajiban 
Ruwu dalam kurun waktu terterrtu; 

24. Hak pilih adalah hak ya.rig dimiliki pemilih untuk 
menentukan pilihannya; 

25. Pengawasan Kinerja Kuwu a.dalah proses monitoring dan 
evaluasi BPD terhada.p pe1aksaruum tugas Kuwu; 

26. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerlntahan Desa, 
yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut 
dengan nama lain adalah laporan Kuwu kepada 
BPD atas capaian pelaksanaan tugaa Kuwu dalam satu 
tahun anggaran. 

27. Panitia pengisian anggota BPD adalah panitia yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kuwu untuk melaksanakan 
pengisian anggota BPDyang selanjutnya Panitia. 

• 
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BABm 
KEAWGGOTAAJIJ BPD 

Bagian Kesatu 
Anggota BPD 

Paragraf 1 
J urnlah, Anggota BPD 

Pasal 5 
( 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ket:erwakilan 
perem.puan yang pengisiannya dila1cukan secara dem.okratis 
melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah 
perwakilan, 

(2) Jumlah anggota BPI:> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan jumlah gaeal, paling sedlkit 5 (\ima) orang 
dan paling banyak 9 (sembilan) orang. 

(3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud 
pada a:yat (2) .memperhatikan Jumlah penduduk dan 
kemampuan Keuangan Desa, 

(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
wilayah dalam desaseperti wilayah dusun, RW atau RT. 

Pasal 6 
(1) Jumlah anggota BPD sebagaimana climaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) ditetapkan secara proporsional dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, 

(2) Jumlab anggota BPD sebagaimana dl.mak.sud pada ayat ( 1) 
ditetapkan dengan jumlah gasal, paling scdikit 5 (lima) orang 
dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan rincian 
sebagai berikut: 
a. Jurnlah pendnduk sampal dengan 2.500 jiwa sebanyak 5 

(lima) orang, dengan ketentuan 4 (empat) orang 
keterwalolan wilayah dan 1 (satu) orang keterwakilan 
perempuan. 

• 

Pasal 4 
Ruang Lingkup Petaturan BupatUn.i meliputi: 
a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; 
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; 
c. peraturan ta.ta tertib BPD; 
d. pembinaan dan pengawasan; dan 
e. pendanaan. 

b. mendorong BPD agar marnpu menampung clan menyalurkan 
aspi.rasi masyarakat Desa; dan 

c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang balk di Desa. 
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Pasal 8 
Pengisian ~ota BPD, ·dllakukan melalui: 
.a. Pengisian berdaearkan keterwakilan wilayah; dan 
b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan. 

BAB ll 
PENGISIMi ANGGOTA.BPD 

Bagi.an Kesatu 
Pengisian Anggeta BPD 

f. 

~· 

• h, 

i. 

Paragraf2 
Persyaratan Anggota BPD 

Pasal 7 
Calon anggota BPb adalah penduduk Desa Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. memegang tegllh dan mengamalkaa Pancasila, melaksanakan 

Undang-JJ.ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta mempertahankan dan -memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Repul}lik 1-bdonesia dan Bhinneka Tunggallka; 

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh] tahun atau sudah/pemah 
menikah, yang dibu~tikan dm,gan fotokopi Akte 'kelahitan atau 
KTPatauKK; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama 
atau sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah SMP/MTs 
atau ljal.ah Paket B; 

e. bukan sebagai Kuwu, perangkat Desa dan Pengur.us .Lembaga 
Pemberda:r.aan Mas_yarakat Desa yan_g dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan dengan materai Rt> 6.000,-; 
ber$ajia dicalonkan menjadi anggota BPB yang dibuktikan 
dengan Surat Pernyataan Kesedfaan dengan materaf Rp 6.0QO,-; 
terdaftar sebagaj penduduk desa yang dibuktikan dengan 
fotocopi Kartu Tarida Penduduk; 
menetap di desa yang bersangkutan, yang cfibuktikan dengan 
surat ke:terangah dan kuwu/penjabat kuv.ru. 
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 
kejahatan dengan ancaman hukumari paling singkat 5 (lima} 
tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dengan 
materai Rp 6.000,. 

• 

b. Jumlah penduduk antara 2.501 jiwa sampai dengan 
S.QO.O jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan ketentuan 
6 (enam) orang keterwakilan wilayah dan 1 (satu) orang 
keterwakilan perempuan. 

c. Jumlah penduduk diatas 5.000 jrwa sebanya:k 
9 (sembilan) orang, dengan ketentuan 8 (delapan) orang 
keterwakilan wilayah. dan 1 (satu] orang keterwakilan 
perempuan. 
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Pasal 12 
(1) 'Parritia sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 11 ayat (I) 

melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon 
anggota BPD dalamjangka waktu 6 (ena.m) bulan sebelum 
masa keanggotaan BPD berakhir. 

(2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan 
sebagai ealon anggota BPD. 

(3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa 
keanggotaan BPD berakhir. 

(4) Panitia rnenetapkan jumlah kebutuhan anggota BPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). 

Pasal ll 
(1) Pengisian angg_ota BPD dari unsur keterwakilan wilayah 

dan dari unsur keterwakilan perernpuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal. 8 dilaksanakan oleh panitia yang 
ditetapka.n dengan Keputusan Kuwu. 

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 
berjumlah O (sebelas) orang yang terdiri atas unsur 
Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur 
Masyarakat paling banyak 8 (delapan] orang. 

(3) Uosur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan wakU dari wilayah pemilihan. 

• 

Pasal 10 
(I) Unsur wakil wilayab sebagaimana dimaksud, dalam, Pasal 9 

ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan 
dalam desa. 

(2) Wakil perernpuan sebagaimana climaksud dalam Pasal 9 
ayat (2) adalab perempuan wa:rga desa. yang memenuhi 
syaral calon anggota BPD serta memiliki kemampuao 
dalam menyuarakan dan mempetjuangan kepentingan 
perempuan . 

(3) WUayab pernilihan dalam desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) adalab lingkup wilayab tertenru dalam desa 
yang telah ditetapkan memiliki waki1 dengan jumlah 
tertentu dalam keanggotaa.n BPD. 

(4) Pemilihan unsur wa.kil perempuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleb perempuan warga desa yang 
rnemiliki hak pilih. 

• 

Pasa19 
{ l) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayab 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan 
untuk mernilih calon anggota.BPD dari unsur waldl wilayah 
pernilihan dalam desa. 

(2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwaldlan 
perempuan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 8 huruf b 
dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan 
sebagai anggota BPD. 



Proses pemilihan anggota BPD dilakukan' rnelalui: 
a Pemilihan secara langsung; 
b. Pemilihan rcusyawarah keterwakilan 

Pasal 13 

Umum 

Bagian Kedua 
Mekanisrne pengisian keanggotaan BPD 

Paragraf 1 

(9) 

e. Hasil kesepakatan mekanisme pengisian keanggotaan 
B?O sebagaimana dimaksud pada. huruf a dan huruf b 
dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah. 

(7) Panitia membuat dokumen rencana kerja yang memuat 
anta.ra lain: 
!l· jadwal tahapan; 
b, .kebutuhan biaya; 
c. tempat pemilihan secara langsung atau tempat 

musyawarah. perwakilan; 
d. kebutuhan perlengkapan pemilihan secara langsung 

atau musyawarah perwakilan; dan 
e·. susunan acara pemilihan seeara Iangsung atau 

musyawarab perwakilan. 
(8) Panitia mengajukan dokumen renca.na kerja seba.gaimana 

dimaksud pada a_vat (7) kepada Kuwu paling lambat dalam 
Ja:ttgka waktu l4 (empat belas] hari terhitung seja.k panitia 
terbentuk. 
Kuwu menetapkan persetujuan biaya pemilihan 
berdasarkan peraturan desa tentang APBDesa at.au 
perubahan APBDesa. 

a. Untuk mekanisme pengisian 
dari unsur keterwakilan 
-m~lalui proses Remilihan 
musyawarah perwakilan. 

b. Untuk rnekanisme pengisian keanggotaan BPD 
dari unsur keterwakiian perempuan, dilakukan melalui 

-proses pemilihan .secara langsung at.au musyawarah 
perwakilan. 

keanggotaan BPD 
wilayah dilakukan 

secara langsung atau 

(5) Panitia menetapkan banyaknya jumlah calon anggota BPD 
dengan ketentuan sebaga! berikut : 
a. Untuk calon anggota BPD dari unsur keterwakilan 

wilayah, ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali jumlah 
.kebutuhan anggota BPD setiap dusun. 

b, Untuk calon angg_ota BPD dari unsur keterwa:kilan 
perempuan, ditetapkan paling ssdikit ·2 {dua) orang. 

(6) Panitia mengadakan musyawarah untuk menyepakati 
mekanisme pengisian keanggotaan BPD .dengan ketentuan 
sebagai 'berikut : 

• 

• 



Pasal 16 
(1) Panitia menetapkan pelaksanaan pemilihan anggota BPD. 
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

paling- lama 5 (lima) hari setelah _penetapan salon -anggota BPD 
yang berhak untuk dipllih. 

(3) Pemllihan anggota BPD dilaksanakan pada setiap dusun 
dengan. .membentuk 1'PS atau panitia mendatangi. alamat 
pemilih. 

(4) P!1nitia . . m~gurnumkan pelaksan~ ~erniJiban 
di masmg-masmg dusun dan menyampaikan undangan 
kepada masyarakat. 
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• 

Pasal 14 
Mekanisme penetapan, bakal calon menjadi calon anggota BPD dar.i 
unsur keterwakilan. wilayab atau keterwakilan perempuan 
sebagai berikur: 
a. Panitia :memberitahukan kepada masyarakat. melalui 

kepala dusun, Ketua RW dan Ketua RT secara tertulis dan 
tempat strategis tentang kekosongan keanggotaan ~PD; 

b. Panitia menyampaikan daftar isian persyaratan yang 
·harus dilengkapi oleh bakal calon melalui Kepala Dusun; 

c. Panitia rnenerima berkas persyaratan bakal calon dari 
Kepala. Dusun; 

d. Panitia mengadakan seleksi kelengkapan ber.kas persyaratan 
administratif untuk meneta:pkan calon yang berhak dipilih 
clengatL keputusan Panitia; 

e. Panitia mengumumka:n calon yang berhak dipilih kepada 
masyarakat Desa, · 

Pas.al 15 
( 1) Pendaftaran pemllih dilakukan oleh Pariitia, 
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. terdaftar 'sebagai -pendudtik dan bertempat finggal 
·di Desayangbersangkutan secara sah; 

b, berkei:iud'ukan sebagai Kepala Keluarga; 
c. sehat jasmani dan rohani; 
d. tidak ~ang dicabut hak p.ilibnya sesuai dengan putusan 

pengadilan yang mempnnyai kekuatan hukum}'ang tetap. 
(3) Dalam hal Kepala KeluaFga sebagaimana dimaks_ud pada 

aya1 (2) huruf b berhalangan, .maka, hak: pilihnya dapat 
diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang telah 
berumur 17 tahun G;ll+·tercantUm'tlalam. kartu keluarga, 

(4) Panitia mengesabkan daftar pemilih dengan Keputusan 
Panitia, 

(5) Daftar pemllih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
·selanjutny:a d.iumumkan kepada masyatakat. 

(6) Panitia menyediak:an surat suara sesuai dengan jumlahdaftar 
pernilih. 

• 

Pemilihan secara langsung untuk pengisian 
'betdasarkan keterwakilan wilayah atau 

keterwakilan perempuan 

Paragtaf2 
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Pasal 18 
(1) Peserta musyawarah desaterdiri dari: 

a. ketua lembaga kemasyarakatan .desa; 
b. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat tiap dusun; dan 
c'.. Perwakilan pemerintah desa dengan, membawa 

surat tugas. 
(2) Jumlah peserta, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

agar diatur sehingga memenuhi ketentuan. peserta 
musyawarah berjumlab ganjil. 

(3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (I} 
clitetapkan oleh Panitia. 

(4) Dalarn hal ketua tembaga 'kemasyarakaran desa sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan, rnaka 
hak pilihnya dapat diwakilkan kepada salah satu anggota 
lembaga kemasyarakatan desa dengan membawa 
surat kuasa atau surat niandat dari Ketua. 

(5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah yang bukan merupakan Panitia. 

(6) Panitia mengesahkari peserta musyawarah dengan. Keputusan 
Panitia. 

(7) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud patla a;yat (1) 
selanjutnya diurnumkan kepada masyarakat. 

(8) Panitia menyediakan surat suara sesuai dengan jumlah 
Peserta musyawarah. 

• 

Paragraf3 
Pemilihan melalui .musyawarah perwakilan untuk 

pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah 

Pasal 17 
Mekanisme penetapan bakal calon menjadi calon anggota BPD dari 
unsur keterwakilan wilayah sebagai berikut: 
.a, P'.utitia memberitahnkan kepada masyarakat melalui 

kepala dusun, Ketua RW dan. Ketua RT secara tertnlis dan 
tempat strategis- tentang kekosongan 'keanggetaan BPD. 

b. Panitia menyampaikan daftar isiarr. persyaratan yan~ harus 
dilengkapi oleh, bakal calon melalui Kepala Dusun. 

c. Panitia menerima berkas' persyaratan bakal calon dari 
Kepala Dusun dan menyampaikan perwak:iian tokoh 
masyarakat sebagai peserta musyawarah kepada Panitia dengan 
menyerahkan, berkas berupa: 
l. berita acara musyawarah ti.ngkat dusun dan daftar haclir 

musyawarah; 
2. berkas persyaratan ruasing-masing calon; 
3. daftar nama 3 (tiga) orang tokoh masyarakat ya.n,g akan 

menjadi pesertamusyawarah. 
d. Panitia mengadakan seleksi kelengkapan berkas persyaratan 

administratif untuk .menetapkan calon yang berhak dipilth 
dengan keputusan Panitia. 

e, Panitia mengumurnkan calon yang b,erhak dipilih kepada 
masyarakat Desa.. 

• 
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Pasal 22 
(l) Penga.mbilan keputusan musyawarah desa berdasarkan .suara 

mufakat atau pengambilan berdasarkan suara terban:yak. 
(2) Pengambilan keputusan: tentang rnusyawarah desa 

pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk 
mufakat, · 

Pasal20 
(1) Pimpinarrrnusyawarah desa adalah Ketua Panitia. 
(2) Peserta musyawara:h desa yang hadir dalaro kegiatan 

musyawarah desa .harus .menandatanganl daftar hadir · yang 
tel.ah disiapkan Panitia. 

{3) Musyawarah desa dimulai dan dibuka oleh Ketua Panitia 
a_pabila daffar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 
dari jumlah undangan y~g telah ditet'gpkan seb~ 
peserta .musyawarah. 

(4) Musyawarah desa sebawiimana dimaksud pada ayat (3) 
dihadiri oleh ·eamat, Muspika, Kuwu atau yang:mewakili. 

(5) Calon anggota BPD tlapat hadir dalam musyewareh desa, 
tetapi tidak memlliki hak suara, 

Pasal 21 
(1) Pimpinan. rnusyawarah desa harus 'melakukan penundaan 

acara apabila jumlah peserta Musyawarah yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) 
.belum tercapai atauterpenubi, 

(2) Pimpinan mu$yawarah desa mengumumkan ptnun~ 
waktu musyawarah paling lama 3 (tiga) jam. 

(3) Jika. waktu penundaan Sybi!gaimana dimaksud Rada 
ayat (2) telah berakhir dan _peserta musyawarah desa yang 
hadir belum mencapai 2/3 dari jumlah. peserta.musyawarah 

·yang ditetapkan, maka pimpirian musyawarah menenrasan 
waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya paling 
Iama 3 (tiga) hari setelah waktu musyaw,arah vertama. 

(4) Dalarn hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). p:enyelenggaraan musyawafah desa 
yang kedua tetap dihadiri kurang dari 2/3 jumlah peserta 
musyawarah yang' ditetapkan, pimpinan musyawarab desa 
tetap melanjutkan kegiatan musyawarah deea dengan 
dihadiri oleh peserta yang ada dan musyawarah dinyata:kan 
sah. . . 

Panitia mengumurnkan _pelaksanaan musyawarah desa 
dan menyarnpaikan undangan kepada Peserta musyawarah. 

(4) 

Pasal 19 
(1) Panitia 'menetapkan i,elaksanaan musyawarab desa. 
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

paling Jama 5 (lirna) .hari setelah penetapan calon anggota BPD 
yang berhak untuk dipilih, 

(3) Musyawarah desa dilaksana.kan pada satu lokasi yang sudah 
ditentukan oleh pab.itia. 

• 

• 



12 

Paragraf4 
Pemillhan melalui rnusyawarah perwakilan untuk 

pengisian berdasarkan unsur keterwakilan 
perernpuan 

Pasal 26 
( 1) M'ekauisme pengrsian keanggota:an BPD dari unsur 

keterwakilan perempuan dila.kukan melalui Musyawarah 
Perwakilan, panitia menyelenggara.kan musyawarah 
yang pesertanya t.erd.iri dari perernpuan warga desa yang 
menjadi anggota lembaga kemasyarakatan desa. 

(2) Tahapan persiapan pengisian anggota. BPD dari unsur 
keterwakilan perempuan melaJui Musyawarah. sebagai 
berikut: 
a. Panida rnemberitahukan kepa.da masya:mkat melalui 

kepala dusun, Ketua RW dan Ketua RT secara tertulis dan 
tempat strategis tentang kekosougan keanggotaan BPD; 

• 

Pasal 25 
(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diaznbil apabila 

keputusan berdasarkan mufakat sudah ti.dak terpenuhi 
karena adanya pendirian sebagian peserta musyawarah, 
desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian 
pesertamusyawarah desa yang lain. 

(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cam pemberian suara seeara 
.rabasia dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, 
tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat 
menghilangkan sifat kerahasiaan 

(3) Dalam bal cara pengambilan keputusan tidak dilakulran 
dengan cara .mufakar sebagai.mana dimaksud pada ayat (2), 
maka keputusan diambil berclasarkan suara terbanyak, 

Paaal 23 
(l] Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud daJam 

Pasal 22 ayat (2) dila.kukan setelah peserta y8l;lg hadir 
diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan 
saran, yang dipandang cukup oleh musyawa:rah pengisian bagi 
perumusan kesepakatan. 

(2) Untu.k dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud 
pacla ayat (1), pimpinan musyawa.r:ah berhak untuk 
menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan 
pendapat dalam musyawarah. 

Pasal 24 
Keputusan berdasarkan mu(akat adalah sa.h apabUa diambil 
dalam Musya,warah desa yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah 
undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah 
desa sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 22 dan disehtjui oleh 
sernua peserta yang hadir. • 
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(1) Pimpinan musyawarah desa adalab Ketua Panitia. 
(2) Peserta musyawarah desa yang hadir dalam kegiatan 

musyawarab desa harus menandatangant daftar hadir yang 
telah disiapkan Panitia, 

(3) Musyawarab desa dimulai dan dibuka oleh Ketua Panitia 
apabila da.ftar badir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah 
undangan yang telah dit.etapkan sebagai peserta musyawarah. 

Pasa129 

[I] Panitia menetapkan pelaksanaan musyawarah desa . 
(2) Pelaksanaan musyawarah desa sebagalmana dimaksud 

pada ayal (1) dilak.sanakan paling Jama 5 (lima) hari setelah 
penetapan salon anggota BPD yang berhak untuk dlpilih. 

(3) Musyawarah desa dilaksanaka:n pada satu lokasi yang sudah 
ditentukan oleh panitia 

(4) Panitia mengumumkan pelaksanaan musyawarah desa 
clan menyampaika,n undangan kepada Peserta musyawarah. 

• 
Pasal 28 

Pasal 27 
( 1) Peserta musyawarah desa adaJab perempuan warga desa yang 

menjadi anggota lembaga kemasyarakatan desa. 
(2) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat(l) berjumlah ganjil. 
(3) Dala:m bal peserta musyawarah desa berjumlah genap, 

maka untuk m.emenubi. .ketentuan jumlah peserta ganjil 
ditambah dari perwakilan pemerintab desa dengan membawa 
swat tugas. 

(qJ Panitia mengesah.kan peserta musyawarah dengan Keputusan 
Panitia, 

(5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
se1anjutnya diumi 1mkan kepada masyarakat. 

(6) .Panitia menyediakan surat suara sesuai dengan jurnlah 
.Peserta rnusyawarah, 

• 

b. Berdasarkan pernberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, kepala dusun mengundang ketua in:, RW dan 
tokoh rnasyarakat dusun. untuk melakukan pembahasan 
usulan calon anggota BPD dari unsur keterwakilan 
perernpuan yang memenuhi syarat dan bersedia 
dicalonkan sebagai anggota BPD; 

c. Panitia menyampaikan daftar Isian persyaratan yang 
h.arus dilen.gkapi oleb bakal calon melalui Kepala Dusun; 

d. Panitia menerima berkas persyaratan baka1 calon dari 
Kepala Dusun; 

e. Panitia mengadakan seleksi kelengka_pan berkas 
persyaratan administratif untuk menetapkan calon yang 
berhak dipillh dengan keputusan Panitia; 

f. Panitia mengumumkan calon yang berhak dipilib kepada 
masyarakat Desa. 
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Pasal 31 

(1) Pengambilan keputusan musyawarah desa berdasarkan suara 
mufakat atau pengambilan. berdasarkan suara terbanyak. 

(2) Pengambilan keputusan tentang musyawarah desa 
pada dasamya dilakukan de:ngan cara. musyawa.ra.h 
untuk mufakat. 

(3) Dalam .hal cara pengambilan keputusan tidak dilakukan 
dengan cam mufakat sebagaimana dimaksud pada a.yal (2), 
makakeputusandiambil berdasarkan suara terbanyak. 

Pasal 32 
(1) Pengarobilan keputnsan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah peserta yang 
b.adir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat 
clan saran, yang dipandang cu kup oleh musyawarah pengisian 
bagi _perumusan kesepakatan, · 

(2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pimpinan musyawarab berhak untuk 
menyiapkan. rancangan keputusan yang menoerminkan 
pendapat dalam musyawarah. 

• 

(4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dihadiri oleh Camat, Muspika, Kuwu atau yang rnewakili. 

(5) Calon anggota BPO dapat ha:dir dalam musyawarah desa, 
tetapi tidak memiliki hak suara. 

Pasal30 

(1) Pimpinan musyawarah desa harus melakukan penundaan 
acara apabila jumleh peserta rnusyawarah yang dit;entukan 
sebagaimana dimaksud daJam Pasal 29 ayat (3) belum tercapai 
atau terpenuhi. 

(2) Pimpinan musyawarah desa mengumumkan penundaan 
waktu musyawarah paling lama 3 {tiga) jam. 

(3) Jika waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) te1ah berakhir dan peserta musyawarah desa 
yang hadir belum mencapai 2/3 dari jumlah peserta 
musyawarah yang ditetapkan, maka pimpinan musyawarah 
menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah 
berikutnya palinglama 3 ftiga) had setelab waktu musyawarah 
pertama, 

(4) Dalam hal setelah d.iJ.akukan penundaan sehagaimana 
dimaksud pada ayat. (3), penyelenggaraan musyawarah desa 
yang keclua tetap dibadiri .kurang dari 2/3 jumlah peserta 
musyawarah yang ditetapkan, pimpinan musyawarah desa 
tetap melanjutkan kegiacan rnusyawarah desa dengan 
clihadiri oleh peserta yang ada dan musyawarah dinyatakan 
sah. 

• 
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(1) Daftar' Calon terpilih melalui mekanisme pemilihan seeara 
langsung, ditetapkan oleh Panitia berdasarkan urutan 
perolehan suara terbanyak dari masing-masing calon dalam 
setiap dusun yang dituangkan dalam Berita Acara. 

(2) Daftar Cal.on terpilib. melalui mekanisme musyawarah 
keterwakilan, disusun per dusun berdasarkan urutan 
perolehan suara terbanyak yang dituangkan dalam Betita 
Acara. 

(3) Panitia menyampaikan berita acara hasil pengisian 
anggota BPD kepada Kuwu paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
ditetapkannya hasil pemilihan, 

(4) Daftar Calon terpilih sebagaimana, dimaksud pada ayat. (3) 
·disampaikan oleh Kuwu kepada Bupati melalui Camat 
paling lama 7 (tt.tjuh) hari sejak diterimanya Iaporan dari 
Panitia sesuai dengan ketentuan jumlah anggota BPD 
sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 6 untuk mendapat 
pengesalian. 

Paragraf6 
Perestnian · Anggota BPD 

Pasal 36 • 

Pasal 34 
(l) Keputusan berdasarkan suara 'terbanyak tliambil apabila 

keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi 
karena adanya pendirian sebagian .peserta musyawarab 
desa yang tidak dapat di_perteroukan lagi dengan pendir.ian 
peserta.musyawarahdesa yang lain. 

(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian suara secara, 
rahasia dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda 
tangan _pemberi suara, atau tanda lain yang dapat 
menghilangkan sifa'.t kerahasiaan. · 

Pasal 35 

(l) Dalam hal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan 
perempuan tidak memenuhi ketentuan paling sedikit 
2 (dua) orang sebagairoana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (SJ huruf b, maka panitia memintakan persetujuan kuwu 
untuk menunjuk calon :anggota BPD dari unsur keterwakilan 
-perernpuan ag!ilf terpenuhi · ketentuan paling sedikit 2 [dua] 
orang. 

(2) Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan _peretnpuan basil 
persetujuan kuwu sebagaimana dimaksud _pada ayat (l) 

-sepanjang memenuhl persyaratan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7. 

• 

Pasal 33 
Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil 
dalaro Musyawarah desa yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah 
undangan yang telah ditetapkan. sebagai peserta musyawarah 
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan disetujui oleh. 
semua p.eserta yang hadir, · 
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• 

(3) Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD paling 
lambat 16 (enam belas) bari sajak diterimanya usulaa dari 
DinasPMD. 

(4) Anggota Sadan Permusyawaratan Desa sebelum memangku 
jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama 
dinadapan masyarakat di balai desa atau di tempa.L lain da:h 
dipandu oleh Camat, 

(5) Pengucapan sumpah janji anggota Baden Pennusyawaratan 
Desa sebagaimana diroaksud pada ayat (4) dilaksanakan, 
paling lama 30 (tiga pulub) hari sejak ditetbitkanpya 
Keputusan Bupati .mengenai peresmian anggota Badao 
Pennusyawaratan Desa. 

(6) Susunan kata sumpah/janji anggota Sadan Permusyawara.tan 
Desa sebagai berikut: 

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa 
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota 
Sadan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, 
sejujur-jujurn,ya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu 
taat dalarn mengamalkan dan rnempertahankan Pancasila 
sebagai dasar negara, dan bahwa sa;ya akan menegakkan 
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasat Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala 
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya 
yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia:' 

(7) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) dilanjutkan penandatanganan berita acara 
pengucapan su.mpah/janji. 

(8} Penetapan susunan kepengurusan dan/atau perubahan 
kepengurusan BPD dituangkan dalam Berita Acara dan 
d Iketahul oleh Camat. 

Pasal38 
( 1) M~$8. kean~otaan BPD selama 6 (enam) tahun terlrinmg 

seiak tanggal pengucapan suxnpah/Janji. 

• 

(7) 

(61 

[5) Camat melakukan vei;jfikasi dan merekomendasikan kepada 
Bupati melalui Dinas PMD untuk proses pengesahan anggota 
BPD paling lama 7 (tujuh) bari sejak ditedmanya usulan 
dariKuwu. 

Calon anggota BPD yang: tidak ditetapkan sebagai. 
anggota BPD dalam pemilihan langsung di dusun tersebut, 
menjad.i calon anggota BPD Antar Waktu sesuai urutan 
peringkat/rangking. 
Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6), berasal dari Dusun yang saroa 

Pasal 37 

(1) Dinas PMD mengusulkan peresmian anggota BPD 
kepada Bupati berdasarkan re-komendasi Ca.mat. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
paling lambat 7 (tujub) hari sejak diterlmanya rekomendasi 
Carnal 
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Pasal 41 
(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD 

berdasarkan basil musyawarah BPD kepada Bupati 
melalui Kuwu. 

(2) Kuwu meniodaklanju.ti usulan pemberhentian anggota BPD 
kepada Bupati melalui Carnal paling Jama 7 (tajuh) harl sejak 
cliterimanya usu! pemberhentian. 

(3) Caroat rnen.indakJanjuti usulan pemberhentian anggota BPD 
kepada Bupati paling lama 7 (tujub) hari sejak diterimanya 
usul pemberhentian. 

(4) Bupati. meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya. usul pemberbentian 
anggota BPD. 

• 

Paragraf ? 
Pemberhentian Anggota BPD 

Pasal 40 

( l) Anggota BPD berhenti karena: 
a. menioggal dunia; 
b. permintaan senditi; atau 
c. diberhentikan. 

(2) Aoggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pad.a 
ayat (1) buruf c karena: 
a. berakhi.r rnasa keanggotaao; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan 

at.au berbalangan tetap secara berturut-turut selama 6 
(enam) bulan tanpa keterangan apapun: 

c. tidak lagi memenuhi syara.t sebagai anggota BPD: 
d. tidak melaksanakan kewajiban; 
e. melanggar Iarangan sebagai anggota BPD; 
f. mclanggar sumpah/janji jabatan dao kode etik BPD; 
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh keknatan hukum tetap ka:rena 
melakukan tindak pidana dengan ancamao pidana 
penjara 5 (li.ma) tahun atau lebih; 

h. tidak menghadiri rapat paripuma dan/atau rapat BPD 
lainnyayang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 
6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

i. Adanya perubaban status Desa menjadi kelurahan, 
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih rnenjadi 
1 (satu) Desa baru, pernekaran atau penghapusan :Oesa; 

j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; 
dan/atau 

k. ditetapkan sebaga.i calon Kuwu. 

• 

(2) ~nggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da,pa~ 
dipilih untuk rnasa keanggotaan paling ban.yak 3 (tiga) kali 
secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut. 

Pa.aal 39 

Anggota BPD yang telah mela.ksanakan sumpah dan Jan.Ji 
sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 37 ayat (6), mengikuti 
pelatihan awal masa tu.gas yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabu.paten. 
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(4) Dalarn hal seluruh anggota BP_D berhenti atau dlberhentikan, 
rnaka masa keanggotaannya melanju tkan stsa masa 
keanggotaanBID (periodesasi] sebelumnya. 

Paragraf8 
Pemberhentian Sementara 

Pasal 44 

(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati 
setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana 
korupsi, 1:er:orisme, makar, dan/atau tindak pidana 
terhadap keamanan negara. 

(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara 
berkedudukan seb~ai pimpinan BPO, diikuti dengan 
pemberhentian sebagai pimpinan BPD. 

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimaoa 
diroaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin 
rapat pemiliha;n pimpinan BPD antar waktu. 

(2) Hasil musyawa:rah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
dituangkan dalatn berita acara dan ditandatangani 
oleh Kuwu, perwakilan lembaga kemasyarakatan atau 
tokoh masyarakat. 

(3) Kuwu menyampaikan usulan pemberhentian anggota BPD 
.kepada Bu~ti melalui Camat.dengan melampirken: 
a. berita acara basil musyawarah desa; 
b. claffar hadir musyawarah desa . • 

Pasa143 
(1) Dalam hal seluruh anggota BID diberhentikan sebagaimana 

diroaksud daJaro Pasal 40 ayat (2J huruf d, huruf e, huruf f, 
huruf h dan huruf i, roaka Kuwu melaksanakan musyawarah 
desa untnk merninta ke.sepakatan untuk pemberhentian. 

PasaJ 42 
(l) Dala.m hal terda:pat ke.kosongan pimpinan BPD, maka usulan 

pemberhentian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 ayat (1) disauipaikan oleh salah safu anggota 
BPD yang ditunjuk atas dasar kesepakatan. 

(2) Dalam hal anggota BPD tidak memenuhi kuorum untuk 
melaksanakan musyawarah, anggota BPD yang ada 
r:nela.ksanakan musyawarah dengan dihadiri oleh kepa)a 
dusun, perwakila.n tokoh masyaraka.t dusun, pengurus RT, 
pengurus RW, perwakilan Pemerintah Desa untuk membahas 
usu.Ian pemberhentian anggota BPD. 

(3) DalaJn hal musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pa.da 
ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Carnet memfasilitasi 
pelaksanaan musyawarah . • 

pemberhentian, anggota BPD sebagaimana 
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 

(5) f.'eres.mian 
dimaksud 
Bupati. 
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(2) Paling lama 7 (tujub) hari sejak diterimanya usulan 
anggota BPD yang cliberhentikan antar waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usu1an 
nama calon pengg.anti anggota BPD yang diberhentikan 
kcpada Bupati. 

(3) Bupaci meresmikan calon pengganti anggota BPD 
menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling 
Jama 30 (tiga puluh) hari sejak clisampai.kanoya usul 
penggantian anggotaBPD dari Kuwu. 

(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai 
berlaku sejak pengambilan sumpab/janji dan dipandu oleh 
81.Jpatl atau pejabat yang ditunju k, 

(I) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD 
yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, 
Kuwu meoyampaikan usulan nama calon ~ggan.ti 
anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati 
melalui Camat. 

• 

Paragraf9 
Pengisian Anggota BP):) Antar waktu 

Pasal 45 
(i) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh 

calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan 
basil. pemillhao anggota BPD. 

(2) Dal-run ha! calon anggota BPD nomor urut berikutnya 
sebagaimana dimaksud -pada ayat (1) meninggal dunia, 
mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat 
sebagal calon anggota BPD, digantikan oleb calon anggota 
BPD nomor urut berikutnya. 

Pasa146 

(1) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan 
keputusan Bupati at.as usuJ plmpinan BPD melalui Kuwu, 

(2) Dalam ha! terdapat kekosongsn pimpinan BPD, 
maka usulan pengisian keanggot.aan BPD antar waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat fl) disampaikan oleh salah 
satu anggota BPD yang ditunjuk atas dasar kesepakata.n . 

(3) Pengisian Anggota BPD yang berhenti sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 adalab sebagai berfkut; 
a. Calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu sesuai urutan 

peringkat/rangking perolehau suara dalam musyawarah 
perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ll\Yat (6) dan ayat (7); dan/atau 

b. Calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu sesuai urutan 
peringkat/rangldng perolehan suara dalam pemilihan 
laogsung di du sun sebagalmana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (6) dan ayat (7). 

(4) Berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu 
mengusulkan. peresmian anggota BPD antar waktu kepada 
Bupaci melalui Camat dengan melampirkao Berlta. Aca:ra 
sebagaimana diroaksud dalaro Pasal 36 ayat (4) atau Pasal 41 
ayat ( l) aiau Pasal 4S ayat (3) . 

Pasal 47 

• 
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BAB III 
Kelembagaan BPP 

Pasal 51 
( 1) Kelemb~aan BPD terdiri atas: 

a. pimplnan; dan 
b. bidang. 

(2) Pimpinan BPD -sebagaimana dimaksud pada aya:t (l) 
huruf a terdiri atas: 
a. 1 (satu) orang ketua; 
b, 1 (satu) orang wakil ketua; dan 
e. 1 (satu) orang 'sekretarts. 

Anggota BPD dilarang: 

'a. .merugikan kepentingan, umum, meresahkan sekelompok 
masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau 
golongan masyara:kat Desa; 

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, 
barang, dan/atau jasa dari pihak lain y~g dapat 
memengaruhi kepntusan atau tirrdakan yang akan 
dilakukannya, 

c. menyalahgunakan wewenang; 
d. melanggar sumpah/janjijabatan; 
e. merangkap jabatan sebagai Kuwu dan perangkat Desa; . 

·f. metangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi .atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterr/Kota, dan 
jabatan Iain, yang ditenrukan daJam peraturan 
perundangan-undangan; 

g. sebagai pelaksana proyek Desa; 
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau 
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. 

• 

• 

Pasal 49 

Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan 
apabila sisa masa jabatan ·anggota BPD yang digantikan 
'kurang dari 6 (enam) bulan. 
Keanggo.taan BPD sebagaimana dtmaksud, pada ayat ( 1), 
kosong sampai berakhirnya masajabatan anggota BPD. 

Paragraf 10 
Larangan Anggota BPD 

Pasal 50 

(2) 

(2) 

(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dirnaksud, 
pada ayat (3) ·dilanjutkan penandatanganan berita .acara 
pengucapan sumpah/janji. 

Pasal 48 

Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan 
sisa nrasa jabatan anggota BPD yang digantikannya, 
Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung l (satu) periode. 

(n 



BPD mempunyai fungsi: 
-a, membahas dan menyepakati Rancangan Peratu.ran Desa 

bersama Kuwu; 
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; 

dan 
c. melakukan pengawasan kinerja Kuwu. 
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BAB IV 
FUNGSI DAN TUQAS BPD 

Bagian Kesatu 
FungsiBPD 

Pasal 55 

Pasal 52 
Untuk mendukung pelaksanaan tugas administsasi BPD, Kawa 
dapat merigangkat teriaga pendukungkesekretariatan BPD. 

Pasal 53· 
(J) Pimpinan BPD dan ketua 'bidang sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 51 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD 
secara Iangsung dalam rapat BFD yang diadakan secara 
khusus . 

. (2) Rapat pernilihan pimpinan BPD dan ketua bidang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk pertama kali 
dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota 
termuda, 

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan paling l.ambat 3 (tiga) hari, terhitung 
sejak tanggal pengucapanvsumpah/janji. 

(4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketna bidang 
berikutnya karena pimpinan -dan atau ketua bidan,g 
berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya 
berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD. 

Pasal 54 
( J) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 51 ayat (I) -yang terpilib, ditetapkan dengan 
'keputusan BPD. 

(2) Keputusan BPD sebagai:tn.ana dimaksud -pa.da ayat ( 1 J 
mulai berlaku setelah rnendapatkan pengesahan Camat 
atas nama Bupati, 

• 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri 
atae : 
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

pembinaan kemasyarakatan; dan 
b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan 

.masyarakat desa, 
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh 

ketua, bidang. · 
(5) Pimpinan BPD dan ketua bi.dang .merangkap sebagai 

anggota BPD. 
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Pasal 58 
( l) Pelaksanaan kegiatan rnenampung aspirasi masyarakat 

dilakukan di sekretariat BPD. 
(2) Aspirasi rnasyarakat 'sebagaima na dimaksud ayat ( l) 

diadmiriistrasikan dan disampaikan dalam musyawarah 
BPD, 

Pasal 57 
(1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat. 
(2) Penggalian aspirasi sebagaimana diniaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan 
masyarakat Desa ·termasuk kelompok masyarakat 
.miskin, masyarakat. berkebutuhan · khustis, perempuan, 
kelompok marjinal. 

(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan befdasarkan keputnsan 
musyawarah BPD · yang dituangkan da:lam agenda kerja 
BPD. · 

(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menggunakan pa:nduan kegiatan yang 
sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, .sasaran. 
waktu dan uraian kegiatan. 

(5) Hasil penggalian aspitasi masyara.kat Desa disampaikan 
dalam musyawarah BPD. 

Paragraf2 
Menampung Aspiraei Masyarakat 

BPD mempunyai tugas: 

menggali aspiraei .masyarakat; 
menampung aspirasi masyarakat; 
mengelola aspirasi masyarakat; 
.menyalurkan aspirasi masyarakat: 
menyelenggarakan musyawarah BPD; 
menyelenggarakan musyawarah Desa; 
membentuk panitia pemilihan Kuwu; 
menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk 
_pemilihan kuwu antar wakru; 
membahas dan menyepakati. rancangan Peraturan Desa 
bersama Kuwu; · 
melaksanakan _pengawasan terhadap kinerja KU\ltTU; 
melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa; 
menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan 
Pemerintah Desa dan lembaga Desa. lainnya; dan 
melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-untlaogan. 

Paragraf 1 
Penggalian Aspirasi Masyarakat 

Bagian Kedua 
Tugas8PD 

Pasal 56 

• 

.a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 

i. 

j. 
k. ., l. 

.m. 
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a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; 
b. musyawarah 13PD dinyatakan sah apabila dihadiri 

oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jurnlah 
anggota.BPD; 

(2) 

rangka 
hal-hal 

(J) Musyawarah BPD dilaksanakan. dalam 
menghasilkan keputusan BPD tethadap 
yang bersifat strategis. 
Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) seperti rnueyawarah pembahasan dan 
penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluaai 
laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan 
pemberhentian anggota BPD. 

(3) BPD roenyelenggarakan musyawarah BPD dengan 
mekanisme, sebagai berikut: 

(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk hsan 
sebagairnana dhnaksud pada ayat ( l) .seperti penyampaian 
aspirasi -masyarakat oleh BPD dalam musyawarah ·BPD 
yang dihadiri l(-µwu. 

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan 
sebagaimana dimaksud pada ayat fl) seperti penyampaian 
aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian 
masukan bagi ppnyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
permintaan keterangan kepada Kuwu, .atau penyampaian 
rancangan Peratu ran Desa yang berasal d ari u sulan 
BPD. 

• Paragraf 5 
Penyelenggaraan Musyawara:h BPD 

Pasal 61 

• 

Paragraf3 
Pengelolaan Aspirast Masyarakat 

Pasal59 
(1) BJ?D mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui 

pengadroinistrasian dan perumusan asptraai. 
(2) Pengadnunistrasian aspirasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi 
bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan 
merumuskan asptrasi masyarakat Desa untuk 
disampaikan kepada. Kuwu dalam rangka mewujudkan 
tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
dan kesejahteraan tnasyarakat Desa, 

P.aragraf 4 

Penyaluran Aspirasi Masyarakat 

Pasa) 60 
BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan 
dan atau tulisan. 

(1) 



24 

climaksud pada 
Pendapatan dan 

(6) Musyawarah Desa sebagaimana 
ayat (l) clibiayai da.ri Anggaran 
Belanja Desa; 

• 

Pasal 62 
(1) Musyawarah Desa diseleoggarakan oleh BPD yang 

difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 
(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan 

yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat Desa unruk memusyawa.rahkan hal yang 
bersifat strategis dalam. penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 

(3) Hal yang bersifat -strategis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi: 
a. penataan Desa; 
b. perencanaanDesa; 
c. kerja sama, Desa; 
d. renca:nai.nvestasLyangmasukke Desa; 
e. pembentukan BUM Desa; 
.f. penamhahan dan pelepasan Aset Desa; dan 
g. kejadian luar biasa. 

(4) Vnsur masyarakar, sebagaimana dimaksud pada, 
ayat (2) terdfri alas : 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. .perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan ke1ompok nelayan; 
g:. pe:rwakilan .kelotnpok peraji.n; 
h. perwakilan.kelompok perempuan; 
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan 

anak;dan 
j. _perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan. 

(5) Selain unsor masyarakat sebagalmana dimaksud 
pada ayat (4), musyawarab Desa dapat melibatkan 
unsur -masyara:kat lain sesuai dengan kondisi scsial 
budaya .maayarakat. 

• 

c. pengambila.n keputusan dilakukarr dengan cara 
rnusyawarah guna mencapai mufakat; 

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, 
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 
pemungutan suara: 

e. pemungutan suara sebaga:imana dimaksud dalam 
huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling 
sediklt Y:. (satu perdua] ditambah l (satu) dari jurnlah 
anggota BPD yang hadir; dan 

f. basil musyawarah BPD ditetapkan dengan 
keputusan BPD dan dilampiri notulen musya,warah 
yang dibuat oleh sekretaris BPD. 

Paragraf S 
Penyeleoggaraan Musyawarah Desa 
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Pasal 66 
(1) BPD menyelenggarakan niusyawarah Besa khusus untuk 

pemilihan Kuwu antar waktu. 
(2) Penyelenggaraari musyawarah Desa sebagaimana, 

dimaksud pada ayat (l) dilakukan untule mengesahkan 
oalon Kuwu yang diajukan panitia serta memilih 
dan pengesahan calon Kuwu terpilih. 

Pasal 65 
(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (l) 

melakukan peujaringan dan penyaringan bakal calon 
Kuwu antar wakru, 

(2) Penyaringan bakal calon Kuwu menjadi calon Kuwu, paling 
sedikit 2 (dua) orang dan palingbanyak 3 (tiga) orang. 

(3) Dalam haljumlah bakal calon ,Yang memenuhi persyaratan 
Iebih dari 3 (tiga), maka panitia memintakan pei:setujuan 
peserta musyawarah desa untuk melakukan pemungutan 
suara.sebanyak 2- (qua) putaran. 

(4) Dalam. ha1 bakal calon yang .memenuhi persyaratan 
kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu 
pendaftaran, selama 7 (tuju.fi.) hari, 

(5) Dalam hal bakal calon. yang memenuhi persyaratan .tetap 
kurang dari 2 (dua] setelah perpanjangan waktu 
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ma.ka 
panitia mernlntakan persetujuan pesetta rnusyawarah 
desa untuk dilakukan pendaftaran kemball sampai dengan 
terpenubinya 2 (dua) orang bakal calon. 

Paragraf B 
Penyelenggaraan Musyawarah D.esa Khusus Untuk 

Pemilihan Kuwu Antar waktu 

• 

• Dalam h_al anggota panitia tidak.melaksanakan tugas dan 
kewajiban dapat. diberhentikan.dengankepCl:tusan BPP . 

(4) 

Pasal 63 

(1) BPf> rnembentuk pantia pemilihan Kuwu serentak dan 
panitia pemilihan Kuwu antar waktu. 

(2) Pembentukan. panitia sebagaii:nana dimaksud pada 
ayat (I) ditetapkan dengan keputusan BPD. 

Pasal 6ll- 

{l) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) 
terdiri dari peran~lmt Desa dan unsur masyarakat. 

(2) Jumlah anggota p_anitia disesuaikan dengan beban tugas 
dan kemampuan pembiayaan. 

{3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab kepada BPD. 

Paragraf7 
Pembentukan.Panitia Pemilihan Kuwu 



Pasal 69 
( 1) Dalam ha! pernbahasan rancangan Peramran Desa antara 

BPD dan Kuwu tidak mencapai kata sepakat, musyawarah 
bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai. 
catatan permasalahan yang tidak disepakati. 

(2} Raneangan Peraturan Desa sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diajukan oleh Kuwu 'kepada Bupati melalui 
Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati 
paling lambat 7 (tujuh] hari sejak musyawarah pembahasan 
terakhir untuk .mendapatkan evaluast dan pembinaan. 

(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk : 
a. penghentian pembahasan; .atau 
b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan 

kesepakatan rancangan Peraturan Desa. 
(4) Tindaklanjut pembahasan dan 'kesepakatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huri.µ b, dapat dihadiri Camat 
atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati, 

• 

Paragraf9 
Pembahasan dan Penyepakatan 

Rancangan Peraturan Desa 

Pasal 68 
(1) BPD ·dan Kuwu membahas clan menyepakati rancangan 

Peraturan. Desa yang cliajukan BPD dan atau Kuwu. 
(2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan ole;h BPD 
dalam musyawarah BPD . 

(J) Rancangan Peratnran Desa yang diusulkan KuWJl 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih 
dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 
(sepuluhj hari kerja terhitung sejak rancangan 
Peraturan Desa diterima oleh BPD. 

(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan .Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kuwu 
untuk. pertama .kali dilakukan paling lama 3_0 (tiga puluh] 
hari sejak pelaksanaan musyawara:h internal BPD. 

(5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan 
pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen 
musyawarah. 

• 

(3) Forum musyawarah Desa menyampaikan ca1on Kuwu 
terpilih sebagai.mana dimaksud pada ayat (2) kepada 
panitia untuk disampaikan kepada BPD. 

Pasal67 
BPD menyampaikan ca1on Kuwu terpilih sebagaimana 
dimaksud, dalam Pasal 66 ayat .(3) .kepada Bupati paling lama 7 
(tujuh) hari sejak diterirnanya laporan hasil pemilihan Kuwu 
dari panitia pemilihan. 
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(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kuwu sebagaimana dimaksud 
pad a ayat (l) meliputi : 
a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan 

APBDesa; 
b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten; 
c. Capaian .ketaatan terhadap pelaksanaan tugas 

sesuai peraturan perundang-undangan; dan 
d. Prestasi Kuwu. 

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan bagian dad. laporan k.inerja BED. 

Pasal 73 
( l) BPD melakukan eva.luasi LKPPD paling .lambat 

10 (sepuluh] hari kerja sejak LKPPD dlterima. 
(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) BPD dapat: 
a. membuat catatan tentang kinerja Kuwu; 
b. meminta keterangan atau informasi; 
c. menyatakan pendapat; dan 

• 

keterangan. 
Pasal 72 

(I) BPD melakUkan evaluasi laporan 
pe.nyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
merupakan evaluasi atas kinerja Kuwu selama 1 (satu) 
tahun anggaran. 

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, 
transparans.i, akuntabilltas dan objektif. 

Pa:ragraf 11 

Evaluasi Laporan Keterangan 
Penye1en_ggaraan Pemerintahan Desa 

• 

a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; 
b. pelaksanaan kegiatan; dan 
c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud. pada 
ayat (l) berupa monitoring clan evaluasi. 

Pasal 71 
HasiJ pe.laksanaan pengawasan kinerja Kuwu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) menjacli bagian darl laporan 
kinerja BPD . 

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ay.at (l l dilakukan melalu i: · 

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kuwu. 

(2) 

Pasal 70 

Paragraf 10 
Pelaksanaan Pengawasan l<i:nerja Kuwu 



BPD berhak: 

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah 
Desa; 

b. rnenyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
1,cemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa; dan 

c. mendapatkan biaya operaslonal pelaksanaan tugas clan 
fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pa:ragraf 1 
Pengawasan 

Pasal 76 

( 1 J BP.D melakukan pengawasan melalui monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan, tu gas Kuwu. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan. 
pelaporan penyelenggaraan Pemerin tahan Desa, 
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Pasal 75 • 
BABV 

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD 
Bagian Kesatu 

Hak BPD 

d. memberi masukan untuk penyiapan bahan 
musyawarah Desa. 

(3) Dalam hal Kuwu tidak memenuhi permintaan BPD 
sebaga.imana dirnaksud pada ayat (2) hu ruf b, 
BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi 1.,J<PPD 
dengan memberikan catatan kinetja.Kuwu. 

(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi bagtan dari Iaporan krnerja BPD. 

Paragraf 12 

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonie 
Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya 

Pasal 74 
( 1) Dalam rangka menclptakan hubungan kerjn yang harmonis 

dengan Pemerin11lh Desa clan lembaga Dess, lainnya, 
BPO dapat mengusulkan kepada Kuwu unruk membentuk 
Porum Komunikasi Antar Kelembagaan Deso a tau FKAKD. 

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercliri dari 
unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang Lelah 
terberrtuk, 

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dltetapkan 
dengan keputusan Kuwu. 

(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan 
aktual di desa. 

• 



(1) Anggota BPD berhak: 

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; 
d. memilih dan dipilih; dan 
e. rnendapar tunjangan darl Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, 
(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pad.a ayat 

( t) huruf a sampai dengan huru f d digunakan dalam, 
musyawarah BPD. 

(3) Selain bak sebagaimana climaksucl pada ayat (1) BPD 
berhak: 
a. memperoleh pengembangan kapasltas melalui 

pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan. 
teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi 
banding yang dilakukan di dalam negen. 

b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerlntah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. 
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• 

Pa.ragraf2 

Pemyataan Pendapar 

Passi 77 
(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat 

berdasarkan keputusan BPD. 

(2) .Pernyataan pendapat sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan 
penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
.melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan 
dalam musyawarah BPD. 

(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan haeil musyawarah BPD. 

Paragraf S 
•· Biaya Operasional 

Pasal 78 
(1) BPO mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari 

APBDesa. 

{2] Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk d ukungan pelaksanaan fungsi dan 
tugas BPD. 

(3) Alokasi biaya operaaional sebagaimana dimaksud pada 
a,yat (2) dengan memperhatlkan kornponen kebutuhan 
operasional dan kemampuan Keuangan Desa. 

Bagian Kedua 
Hale Anggota BPD 

Pasal 79 
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Anggota BPD wajib: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancaatla, 

melaksanakan lfndang-Ondang Dasar Negara Republik 
lndonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
.memellhara keutu.han Negara r<esatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka; 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Anggota BPD 

Pasal84 

Pasal 83 
(1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) hurur b 
diberikan pada tingkat nasional, provtnsi dan kabupaten 
dalam 2 (dua) kategori: 
a. kategori pimpinan; dan 
b, kategori an.ggota. 

(2) Pengaturan pelaksaoaao penghargaan sebegarmana 
dimaksud pada aya.t ( I ) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

• 

Pasal 81 
(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana 

dlmaksud <lslsro Pasal 80 ayat (3) diberikan, berdasarkan 
kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. 

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 80 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat 
penambahan beban kerja. 

(3) Tunjangan. lcinerja sebagaima.na dimaksud pada ayat (2) 
bersurnber dari Pendapatan Asli Desa. 

(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) dan ayat (2) ditetapkan oleb Bupati. 

Pasal 82 
Pembiayaan pengembangan .kapasitas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD 
Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa. 

•· 

Pasal 80 
(1) Pimpinan dan anggot.a BPD mempunyai hak untuk 

memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79 ayat ( 1) huruf e. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi tunjangan pelaksanaan togas dan f'ungsi 
dan tunjangan lainnya, 

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan, fungsi 
sebaga.imana dimaksud pada ayat. (2) merupakan 
tunjangan .kedudukan, 

(4) 1'unjangao lainnya setiagaimana dimaksud pada 
ayat (2) merupakan tunjangan kinerja. 
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BPD berwenang: 

a. mengadakan pert.emuan dengan mayarakat untuk: 
mendapatkan aspirasi; 

b. meayampaikan aspirasi masyara.kat kepada Pemerintah 
Desa secara lisan dan tertulis; 

Bagian Kelima 
Kewenangan BPD 

Pasa187 

Pasal 86 
(1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) digunakan 
Bupati untuk evaluasi k:i.nerja BPD serta pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaran Pemerintahan 
Desa. 

(2) Laporan k:inerja BPD yang disampaikan pada forum 
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud d.ala.m 
Pasal 85 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas BPD kepada ma.syaral<at Desa.. 

• 

b. melaksanakan keh.idupan demokrasi yang berkeadilan 
gender da1am penyelenggara.a.n Pemerintahan Desa; 

c. mendabulukan kepentingan umum di atas kepentingan 
pribadi, kelompok, dan/atau golongan; 

d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat 
masya.rakat Desa; 

e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan 
Lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan 

f. mengawal aspirasi rnasyarakat, menjaga kewibawaan dan 
kestabilan peoyelenggaraan Pemerintahan Desa serta 
me.mpelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan tata kel.ola pemerintahan yang balk. 

Bagian Keempat 
Laporan Kinetja BPD 

Pasal 85 

(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas 
pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (sa:tu) tahun anggaran . 

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat dengan aistematika: 
a. dasar hukum; 
b. pelaksanaan tugas; dan. 
c. penutup. 

(3) Laporan kinerja BED sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui 
Camat serta disampaikan kepada Kuwu dan forum 
musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan. 

(4) Laporan kinerja BPD sebagairnana dimaksud pada 
ayat (ll disampaikan paling lama 4 (empat} bulan setelah 
selesai tahun anggaran. 

•• 
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a. pelaksanaan jam musyawarah; 
b. tempat rnusyawarah; 
c. jenis musyawarah; dan 
d. daftar .hadir anggota BPD. 
Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD 
sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi; 
a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinaa 

den anggota badir lengkap; 

(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada 
a.yat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD, 

(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud _pada 
ayat (:lj paling sedikit memuat: 
a. keanggotaan den kelembagaan HPD; 
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban clan kewenangan BPD; 
c. waktu mnsyawarah BPD; 
d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; 
e. tata cara musyawarah BPD; 
f. tata laksana dan hak .menyatakan pendapat BPD 

dan ·anggota BPD; dan 
g. pembuatan llerita acara mnsyawarah BPD. 
Pengaturan mengen.ai waktu musyawarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi: 

Pasal 88 
( 1) BPD menyusun perat;u ran tata tertib BPD. 

.BAB VI 
PERATURAN TATA TERTIB Bl!D 

c. mengajukan rancangan Peraturan D.esa yarrg menjacti 
kewenangannya; 

d. melaksanakan monitoringdan evaluasi kinerja Kuwu; 
e. rneminta keterangan tentang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa kepada Pemerintab. Desa; 
'£'. menyatakan pendapat ataa penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan .masyarakat 
Desa; 

g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan 
kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta 
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan tata kelola pemerintahan yarig baik; 
menyusun peraturan tata tertib BPD; 
menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat 
insidentil kepada 13upati/Walikota melalui Camat; 
Menyusun dan rnenyampaikan usulan rencana biaya 
operasional BPD secara tertulis kepad.a Ke_pala Desa untuk 
dialekasikan dala:m RAPB Desa; 
mengelola biaya operasional BPD; 
mengusulkan yembentukan Forum KC1munika~j Antar 
.Kelembagaan Desa kepada.Kuwu; dan 
Melakukan kunjungan .kepada masyarakat dalam rangka 
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, 

(5·) 

(4) 

• 

h. 
i. 

J. 

k . • , l. 

m .. 
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Pasal 90 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 89, meliputi: 
a. memfasilitasi dukungan kebijakan; 
b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten; 
c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan 

supervisi pelaksanaan kebijakan; 
d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan 

pefatihan tertentu; dan 
e. memberikan pengbargaan atas prestasi pimpinan dan 

anggota BPD. 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 89 

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap 
pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaran Pernerintahan 
Desa di wilayahnya. 

b. penetapan pnnpinan musyawarah, apabila 
ketua BPD berhalangan had.ir; 

c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dao 
wakil ketua berhalangan hadir; clan 

d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah 
sesuai dengan bidang yang -ditentukan dan penetapan 
penggantian anggota BPD an tar waktu. 

(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: 
a. tata cara pembahasan rancangan Peramran Desa; 
b. konsultasi mengenai rencana dan program 

Pemerintah Desa; 
c. tata cara mengenai pengawasa.n kinerja 

Kuwu; dan 
d. tata cara penarnpungan atau penyaluran aspirasi 

masyarakat. 

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan bak menyatakan 
pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f 
meliputi: 
a. Pemberian pandangan terhadap pelakeanaan 

Pemerintahan.Desa; 
b, penyampaian jawaban atau pendapat Kuwu atas 

pandangan BPO; 
c. pernberian pandangan akhir atas jawaban atau 

peodapat Kuwn; dan 
d. tindak lanjutdan penyampaian pandangan akhir BPD 

kepada Bupati. 

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara 
musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf g rneliputi: 
a. penyusunan, notu.len rapat; 
b. penyusunan berita acara; 
c. format berita acara; 
d. penandatanganan berita acara; dan 
e. penyampaian. berita acara, • 
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Pasal 95 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Badan 
Pennusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . 

BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

BABX 
KEl'ENTUAN PERALIHAN 

Pasal 94 
(lJ Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya 

Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tngas sampai 
selesai mase-jabatannya, 

(2) Kelembagaan keanggotaan, s:en menyesuaikan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Bupaji ini paling lama 1 [satu] 
tahun, sejak Peraturan Bupati. ini diundangkan. 

• 

Pa~al 92 
Format jenis buku administrasi ""BPD dan laporan kinerja 
BPD tercarrtum dalam lampiran merupakan bagian tidak; 
terpisahkan dari Peraturan Bupatiini. 

Pasal 93 
(1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan 

etatus, Desa menjadi 'kelurahan, penggabungan 2 
(dua) Desa atau Iebih .menjadi J (satu) Desa, 
pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan 
dengan hormat dari jabatarmya. 

(2) Anggota 'BPD sebagaimana di.maksud pada a:yat (1) 
dibeni penghargaan darn/ atau pesangon sesuai 
dengan kemam.puan Iceuangan Pemerintah Daerah 
Kabuparen. 

-Pasal 91 
Pendanan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada: 
a. APBN; 
b. APBD Provtnsi; 
<J. APBD Kabu_paten/Kota; 
d. APBDfsS; dan 
e. sumber lain yang sah dan tidak menglkat. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

BAB VIII 
PENDANA.Al'l 
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PRAHMAT SUTRISNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBDN TAHUN 2018 NOMOR '5 SERf B,42 

r' SEKRETARTS DA.ERAH KABUPATEN <::IREBON,t 

< ·-7~ 

Diundangkan. di S·umber 
pada tanggal 31 D11 sem .mr .2'1 Jd 

DICKY SAROMI 

ttd 

Pj. BUPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal '28 Desember 2018 

Pasal 96 
Peraturan Bupati ini mulai bertaku.pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya. 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

• 

• 



RAHMAT SUTRISNO 

BER1TADAERAHKABUPATEN ClREBONTARUN 2018 NOMOR 'l5 SERI s.42 

$EKRETARIS DAERA~ KABUPATEN CIREBON, 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 31 liH1emleer 2018 

DICKY t:,AROMI 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
padatanggal 28 Desember 2018 

Pj. BUPATI CQmBOK, 

Pasal 96 
Peraturan.Bupati ini mulai betlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, meeierintahkan 
.pengundangan Peraturan Bupati ini dengan _penempatannya 
·dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

• 

• 



Cara Perrgiaian : 
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai 

dengan 'urutan surat masuk yang diterima 
Kolom, 2 diisi dengan tanggal. surat 'keluar 
Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar 
Kolom 4 cllisi dengan tanggal, bu'lan, tahun surat kelua.r 
Kolom 5 cllisi dengan hal dan isi .singkat surat keluar 
Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju 
Kolom 7 diisi dengan keterangan l.ainjika diperlukan 

Utt'tUtlttll StttH!t••••~H00•••••••·•-. -··············~~·-···- .. 

............ , Tgl Bulan Tahun 
Sekrelruis OPO ..... , 

Mengclah:ui 
Ketua BPIJ ..... , 

SURAT KEI.UIIR 
NO TANOQAJ.. HAI. & KET 

NO MOR TI\NCIO/\L ISi 1'1.IJUAN 
SJNGK/11" 

l 2 3 4 5 6 7 

- - 

1. Buku Agenda Surat Keluar 

I. FORMAT BUh.'U ADMINISTRASI BPD 

FORMAT ADMJNlSTRASI DAN PEMBUKUA.N 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

LAMPlRAN PERATlJRAN BUPATI CLREBON 
NOMOR '5 T•bu 2•1•• S.ri B.,42 
TANGGAL 31 ?le••ur 2•11 
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

• 

• 



Cara Pengisian : 
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurur sesuai dengan eurar 

yang dikirim · 
Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat 
Kolom 3 -dusi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim 
Kolom 4 diisi dengan hal dan isi, singkat surat. yang dikirim 
Kolom 5 diisi dengan Instansi yang dituju 
Kolom 6 diisi dengan penjelasanatau catatan lainjikaada 

·······~-····"'''"''""··········· .. -· 

• , Tgl B.ulan T~un 
SekretarisBPQ ..... , 

Mey,getahui 
Ketua, 13PD ..... , • 

tANGGAL 
~o. TANGGAL DAN HAL.& fSI SJNG&AT TUJUA'N KET UR:UT PF:NOJRlMAN NOMOR SURAT SURAT 

SURAT 
i 2 '3 4 ·s 6 

3. Buku Ekspedisi 

Cara Pengisian : 
Kol.om 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai, dengan 'urutan 

surat masu:k yang diterima 
Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk 
Kolom 3 diisi dengan, nomor surat masuk 
Kolom 4 diisi dengan tarrggal, bulan, tahun surat masuk 
Kolom 5 diisi dengan. nama.instarrsi yang mengirikan. surat, 
Kolom 6 diiai dengan bal dan isi sirigkat suratmasuk 
Kolom 7 diiai dengan keterangan Jain jika diperlukan • 

SURAT 
MAS UK 

N:O 'fAN96A!, NOMOR TANGGAl. NAMA El,\!,'& KET 
INSTi\NSL 1SISINGKAT 
PENGIRIM 

1 2 3 4 5. .6 7 

2. Buku.Agenda Surat Masuk 



Cara Pengisian : 
Kolom. 1 diisi dengan nomor secara berurut 
Kolom, 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang 
Kolom 3 diisi denga:n uraian peµerimaan atau pengeluaran uang 
Kolom 4 dUsi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan 
Kolom, 5 diisi dengan angka rupiah dari j umlah pengeluaran 

········································· ........................................ 

.............. , Tgl ,13ula.n 'l'ahun 
Sekretar~s BPJ) ..... , 

Me.oget.ahui 
Kehm BPD ..... , 

JUMLAH' 

.NO TGL URAIA; PENERlfytAAN PENGELUARAN 
N (Rp.) (Rp.) 

1 2 3 4 5 • 

Cara Pengisian : 
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut 
Kolom 2 diisi dengan jenis l;>arang/bangunan inventaris 
Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan 
Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun 
Kolom .10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan 
Kolom l '4 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan 'barangy bangunan pada akhir 
tahun 
Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada 

"5. Buku Laporan Keuangan BPD 

......................................... 

... , , 'fgJ-Bulan 'l'a'hun 
Selcreta:ris BPQ •.••. , 

Mengetahui 
KetuaBPD . 

• 

"NIL....UA!:tAm'!/1:!A"QtlNAtot ~oWMr, .Ki'.At't'.A.lf 

""" IM~,\tiU/ 'rA~)¢,\~ l'tl.tfu...,_P'l:'~o\ff MR-A~ 
J!Ufl 8"~~tf\1l l!AOOU/i,Mf',\W,'iL. taANretJNAtl 

,;<> __tw(alJX&N, · ,)lm.~ A~TAftlm 
Olil~l'W..V 

N·'Stk111 $tl'M~ 81\,it AU$i\lr Ht.h; ... ~ QJJU,U, 0(5'Ul(tl.\N~AA« "'" "'"' ffO:S,\~ 
Pl!M~,t,U 1•(«;.,v tt.'11.r,l/ l'~U3A2o! ><m 

' • • • G • 7 • • ,. .. ,. ·~ l 1$ 16 • 

~. Buku Data Inventaris BPD 



Cara Pengisian : 
Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu 
Kolora 2 dilsi dengan tanggal kedataagan tarnu 
Kolom 3 diist dengan nama tamu 
Kolom 4 diisl dengan jabatan tamu 
Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat inatansl tamu 
Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan t.amu 
Kolom 7 diiei dengan tanda tangan. ta.mu 

.......................................... ,., , ,_., . 

-·····-····, Tgl Bulan Tahun 
S<ekrctaris BPD •• -, 

Mcngetahui 
Ketua BPD ••... , 

r 
I NO TGL NAMA JAJ3/\'T'AN 1\LAMAT KEPERLUAN rro 
I- 

t 2 3 4 s 6 'i 

6. Buku Tamu BPD 

• 

• 
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Cara Pengisian : 
Kolom 1 disi.nomor urut sesuai waktu penyampalan aspirasi 
Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan 
Kolom 3 diisi deogannama individu/lembagayang menyampaikan aspirasi 
Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan 
Kolom 5 diisi deogan langkah tinclak lanjut serta pihak yang diminta 

menindaklanjuti aspirasi. 

tt••:: Ut'tt!t!I !lltttJlt'l'JIUUltl'lt t·•n•""· ···-······························· 

. , TglBulan Tahun 
Sekreta.rls 131>1) ..... , 

Mengetabui 
Kcl\,a 13PD ..... , 

' 

5 

NAMA/LE,MBAGAPIRAK 
PEJNY/\MPAJ /\SPIRAS1 

L_ ~ 

L-~l--1~~~2;:__~--+~~~~~~3~~~~~+-~___..;.4 

ASPIR.'\..<;t YANG TINO.AK LANJUT 
DISl\MPAfKAN N'O HARl/'l'ANCGAL 

9. Buku Data AspirasLMasyarakat 

Cara Pengisian : 
Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan 
Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tabun kegiatan 
Kolom 3 dilsi denganjenis kegiatan. 
Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan 

dimaksud 
Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan, dan apa yang dihasilk:an 

dari pelaksanaan kegiatan 
Kolorn 6 diisi dengan keterangan/infonnasi lain jika diperlukan. 

r•••o•••• -··~········ 

............. , Tgl l;luJan Tabun 
SekretarisBPO ..... , 

Mengctahul 
Ketua 9PO ...... 

6 5 

KET P.ELI\KSANA NO. I\GENDA DAN HAS& 
KECIATAN 1-JARJ I .JENlS ICEGIATAN TANOC!µ.. 

1-.-...:1~:___~_:;2~~---l~~-:3 

8. Buku Data Kegiatan BPD 

• 

• 



Cara Pengisian : 
Kolom l dlisi dengan nemor sesuai urutan 
Kelom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan 
Kolo.m 3 diisi dengan materi rapat 
Kolorn 4 diisi dengan uns1,1r dan jumlah peserta rapat 
Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat. 

......................................... 

.. , 1'gl Bulan Tahun 
S,e.k:fetarisBPD ..... , 

Mengetahul 
Ketua [!PD ..... , 

5 4 3 2 1 

RJNGKASAN 
PEMBAHASAN PIDSERTA NO HARL/TANGGAL MATIBRT RAPAT 

11. Buku Notulen Rapat BPD 

Cara Pengisian : 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan 
Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat 
Ko1om 3 diisi dengan jabatan pese:rta rapat 
Kolom 4 diisi dengan tanda tangan 
Kolem 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlnkan. 

........ , . 

............. , Tgl Bulan Ta:hun 
Sektetari s BPI) ..... , 

Me.ngeta h ui 
Ketua E3PD ..... , 

3 2 l 

'l'ANlJI\.TANGAN NAMA N© ICE:T 

4 

l O. Buku Dafta.r Hadir Rapat BPD 

• 

• 



Cara Pengisian : 
Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut. 
Kolom 2 diisi diisi dengannomor .tanggal, buJan dan tahun peraturan desa 

ditetapkan. 
Kolom 3 diisi denganjudul/penamaan peraturan desa. 
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan 

dengan Xeputusan BPD. 
Kolom S diisi dengan. nomor dan. tanggal keputusan BPD ten tang 

kesepakatan atas rancangan, peraturan desa. 
Kolom 6 diisi dengan cat.a.tan atau penjelasan la.in jika diperlukan. 

•••••• ,,.,,hl,. '"'Uts 'I II''! "S 'I I'll ·••t•······'··· ..,. ,. . 

............. , ·rs1 Rutan Tahun 
Sekrele:ris BPO ..... , 

Mcn11otalrni 
Ketua l3PD .•.•. , 

6 

IJRAIAN SINGKAT TENTANG NO NOMOR DAN TCb 
KESEPAKA'l'AN 

NOMOR DAN TOL 
PERA1'URAN DEJSA 

13. Buku Data Peraturan Desa 

Cara Pengisian : 
Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturarr/Keputusan 

BPD yang ditetapkan 
Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ 

Keputusan BPD 

Kolom 3 diisi dengan judul/penaroaan Peratu.ran/Keputusan BPD 
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telab ditetapkan 

dengan Peraturan/Keputusan..BPD 

Kolom 5 dlisi dengan catatan atau penjelasan Jain jika diperlukan 

...... , .. ; . ,. . 

............. , Tgl Buran Tahtrn 
Sekretaris BPD ..... , 

Mengeuthui 
Kcwe BPO ..... , 

s 
lfRAiAN SING'KAT 

NOMOR, T/\NOGAI. 
NO. r&~'nJRA.N/,mJ>l.l'ru:MN LIIID 

I 2 ~--+---3-----~ 1--=----1------ 

12. Bu.ku Data Peraruran / Keputusan BPD 

• 

• 
I, 



Cara Pengisian. : 
Ko10m 1- diisi secara, berurutan sesuai dengan pelaksanaan 

musyawarah perencanaan pembangunan desa. 
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan 

.mueyawarah perencanaan. pembangunan desa, 
Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan 

keputuean musyawarah perencanaan pem.bangunan desa. 
Kolom 4· diisi secara eingkat dengan materi pokok yang telah 

ditetaplean den~an keputusan musyawarah perencanaan 
pembangunan desa. 

Kolom 5 diisi dengan catatan atau -penjelasan Iain.jika diperlukan. 

. . ·························· . 

.............. , Tgl Bulan Tahun 
SeJci·etarl.s BP.6 ..... , 

Mengetahui 
Ketua BPD ..... , 

- • 
NO HARi/TANG.GM. P0'KOK·P.Ol<OK U$ULAN/KSGIATAN KIITERANGAN 

1 ~ 3 4 

• 
J 5_ Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

Cara Pengisian : 
1. diisj seeara berurutansesuat pelaksanaan musyawarah desa. 
2 diiai dengan. hari, tanggal, bulan dan tabun pelal<sanaan 

musyawarah desa. 
3 diisi denganjudul{penamaanJhal strategis yang 

dimusyawarahkan. 
4 d.lisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan 

musyawarahdesa. 
5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan. 

• Kol om 
Kol om 

K0l0m 

Kolom 

Kolom 

............. , Tgl Bulan Tahun 
Sekretarls BPD ..... , 

Mengtitahw 
Ketm, BPD ..... , 

ljQ 1:iAlU/TMI G<.\AL TENIAN_G/ HAL POKOK-PO.KO.K KJ;,···n,RAN,OAN STRATEGIS KEPUTIJSAN 

l l! 3 4 5 

14, Buku Keputnsan Musyawar,ah Desa 



11. Pelaksanaan. tugas BPD 

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa; 
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa: 
3. Pencipt.aa:n keadaan kondusif dalam .Penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 
4. Pelaksanaan tugas Iain; 

a. pemilihan.kepala desa 
b. pelaksanaan musyawarah desa 
c. --pelak~aan musyawarah perencanaan pembangunan desa 
d. pelaksanaan ke.rjasam:a antar desa 
e. dll. 

5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa. 
6. Pelaksanaan Evaluas.i laporan keterangan penyelenggaraan 

pem.erintahan desa; 

I. Dasar Hulcum 
1. Peraturan, Menteri Dalam Negeri Nomor . : . tahun . . . tentang 

Badan Permusyawaratan Desa. 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor . . . Tahun . . . . tentang 

Desa / Badan. Permu syawaratan Desa 
3. Surat keputusan Bupati tentan.g peresmian anggeta, BPD 

periode sampai . 
4. Keputusan· BPD Nomor tahun tentang Penetapan 

kinerja BPD tahun angga.ran . 

LAPORAN KINERJA BPD 
Talrun. anggaran . 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
KECAMATAN . 

I<ABUPA1'EN . 
Alamat: . 

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD 

• 

• ,,_.. 



• 

( ........•............••..... ) • --- 

Badan Perm.usyawaratan Desa . 
Ketua, 

•••••••••••••• 1 • • • • • .. • • • • • • • • • • ••••••••• 

UI. Penutup 
Demikian Laporan ldnerja ini dibuat, sebagai pertanggungjawaban 
BPD dalam penycleoggaraan pemerintahan desa 
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